
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :  2940/PM.05.01.01/Datin

TENTANG

 PENETAPAN JELITA (JABAR ELECTRONIC INFORMATION ASSISTANCE VERSI
5.5 ATAU SISTEM BANTUAN INFORMASI ELEKTRONIK JAWA BARAT VERSI

5.5) SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG PELAYANAN PERIZINAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10
ayat  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021
tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
dan mendukung  implementasi OSS RBA (Online Single
Submission  Risk  Based  Approach)  maka  dilakukan
penyesuaian  terhadap  aplikasi  pendukung  pelayanan
perizinan  SIMPATIK  (Sistem  Informasi  Pelayanan
Perizinan Terpadu untuk Publik) menjadi JELITA.

b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan
kepada  masyarakat  dan  mendukung  operasionalisasi
penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  terpadu  pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan JELITA Sebagai
Aplikasi  Pendukung  Pelayanan  Perizinan  sesuai
ketentuan  pasal  4  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat
Nomor  162  Tahun  2021  tentang  Pendelegasian
Kewenangan  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor
162).

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Pemerintah  Daerah
Provinsi Jawa Barat tentang  Penetapan JELITA Sebagai
Aplikasi Pendukung Pelayanan Perizinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun
2009  tentang  Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-  Undang  Nomor  2  Tahun  2014
tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

4. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang  Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82
Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan
Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021
Nomor  15,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021
Nomor  16,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
Secara  Elektronik (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 271);

10.Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Provinsi
Jawa  Barat  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat
Tahun  2016  Nomor  6  Seri  E,  Tambahan  Lembaran
Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  196) sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi  Jawa Barat
Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat
Daerah Provinsi  Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun
2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 239);

11.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021
tentang  Pendelegasian  Kewenangan  Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021 Nomor 162);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan  JELITA  (Jabar ELectronic  Information  assisTAnce
versi 5.5 atau Sistem Bantuan Informasi Elektronik Jawa Barat
versi  5.5)  Sebagai  Aplikasi  Pendukung  Pelayanan Perizinan  di
Jawa Barat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal : 04 November 2021 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA BARAT,
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